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 Penelitian yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian 
Mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA 
Karangpilang Suarabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 
tentang motivasi calon pengantin di KUA karangpilang Surabaya yang 
melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan dan bagaimana mahar seperti tersebut diatur dalam Islam. 
 Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan, yang mana dalam bentuk lapangan 
yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali tentang praktek 
pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan  yang 
dilakukan oleh para calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya, dan 
wawancara kepada calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya yang 
melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan. 
 Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa 
pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan  yang dilakukan 
oleh pasangan pengantin di KUA Karangpilang Surabaya dilakukan karena 
mengandung nilai historis, kesan unik dan tren yang terjadi di masyarakat, dalam 
prespektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah karena 
memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak 
calon suami. 
 Saran dalam penelitian ini ditunjukan kepada 2 pihak. Pertama, para calon 
pengantin untuk lebih baik tidak melakukan pemberian mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Kedua, kepada pemerintah seharusnya 
mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan melakukan pemberian mahar 
yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dalam pernikahan, untuk 
adanya kepastian hukum bagi masyarakat. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
         Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua 
makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 
untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.
1
 Menurut 
Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
2
 Sementara Mahmud Yunus 
menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi 
hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.
3
 Firman Allah dalam surat 
Al -Nisa’ ayat 1: 
 
                                 
                                     
 
wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 
menciptakan pasangannya (hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya 
Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 




                                                          
1
 Abdul Khaliq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam,  (Surabaya: UINSA Press, 2014), 14. 
2
 Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia , (Jakarta: UI Press, 1986),  47. 
3
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, 1990),  1. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV J-ART, 2004), 406 

































       Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah 
dan telah menyempurnakan setengah dari ajaran agama. Dalam Kompilasi 
Hukum Islam, seperti yang terdapat dalam pasal 2 dinyatakan bahwa 
perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan merupakan akad yang 




Akad perkawinan sebagaimana akad-akad lainnya, menimbulkan hak 
dan keajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Al-
Qurantelah menjelaskan prinsip ini dalam surah Al-Baqarah ayat 228
6
: 
                                  
‛Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam 
(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para 
perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang patut.‛7 
 
Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi 
oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang 
harus dipenuhi oleh orang perempuan. Hak-hak istri yang wajib 
dilaksanakan suami adalah : 
1. Mahar; 
2. Pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut’ah); 
3. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian; 
                                                          
5
 Abdurrahman Ghozali, Fiqih Munakahat  (Jakarta : Kencana, 2006), 85 
6
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu diterjemahkan Abdul Hayyie al Kattani dkk 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 230 
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  36 

































4. Adil dalam pergaulan.8 
Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam kompilasi hukum Islam 
(KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria 
kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang 
tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai 
lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang 
ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma’ru <f.9 Kewajiban 
membayar mahar telah ditetapkan dalam Al-Quransurah Al-Nisa’ 4: 
                                 
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka 
menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin dengan senang hati, 
maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan yang 




Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan merupakan syarat dalam 
sebuah perkawinan. Mahar merupakan salah satu dampak yang diakibatkan 
oleh akad perkawinan. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan 
tanpa adanya mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk 
menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha<. Hal ini telah dijelaskan dalam 
surat Al-Baqarah ayat 236
11
 : 
                                                          
8
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 174 
9
 Ibn Ali Al-Ansyari, Al-Mizan Al-Kubro, (Semarang : Toha Putra, 2003) 116 
10
 Departemen Agama RI, Alkamil,… 77 
11
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa adillatuhu,… 232 

































                              
                                    
Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang 
belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. 
Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut 
kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut 
kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang 




Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda : 
 َرْما ََّنا َةَع ْ ِيبَر ِنْب ِرِماَع ْنَع َّو َت ًَةرَاز َف ِنَِب ْنِم ًَةألص وَّللا ُلْوُسَر َلاَق َف , ِْيَْلْع َن ىَلَع ْتَج وّللا ى
 ُتْيِضََرا :مّلسو ويلعع  نباو دحما هاور( َُهزاَجََأف ,ْمَع َن :ْتَلاَق َف ِْيَْلْع َِنب َكِل اَمَو َكِسْف َن ىَلَع
 )وححصو ىذمترلاو وجام 
   
Dari Amir bin Rabiah: “sesungguhnya seorang perempuan dari bani 
fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya 
kepada perempuan tersebut: “Relakah engkau dengan maskawin 
sepasang sandal?”, maka kemudian perempuan itu menjawab “iya”, 




Hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat 
wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai 
kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah SWT mewajibkannya kepada 
laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar 
diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga 
menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada  istri 
karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang 
                                                          
12
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,..38 
13
 Abd. Rohman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Press, 2003), 87 

































diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang dinikahi setelah itu dan 
juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.
14
 
Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada suami agar berupaya 
semaksimal mungkin untuk mencari harta yang dia punya dalam bentuk 
apapun agar dapat dijadikan mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin 
dari besi, akan tetapi perlu diingat bahwa Nabi Muhammad juga 
menganjurkan kepada istri untuk mempermudah mahar, karena 
meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.
15
 Mahar dalam Islam 
bukan merupakan harga bagi seseorang perempuan, oleh karena itu tidak 
ada ukuran atau jumlah yang pasti, bisa saja besar ataupun kecil tapi sesuai 
dengan kepantasan. 
 ْرُقلا َنِم َكَعَم اَذاَم َلَاق َيِعَم َلَاق ِنَأ  َُةرْوُس  اَذَك  َُةرْوُسَو اَىَدَدَعاَذَك  ِبْل َق ِرْهَظ ْنَع َّنُىُؤَرْق َت َلَاق َك
,ْمَع َن َلَاق  َف ْبَىْذِا َلَاق َّلُم ْدَق ْك َت َه ْلا َنِم َكَعَم َابِ ا ْنآْرُق  
  
Artinya Nabi berkata ‚apakahkamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-
Quran?‛ Ia menjawab ‚iya surat ini dan surat ini, sambil 
menghitungnya‛. Nabi berkata ‚kamu hafal surat-surat itu diluar 
kepala?‛ dia menjawab ‚iya‛. Nabi berkata ‚pergilah, saya kawinkan 
engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-
Quran‛16. 
Adapun mengenai besar kecilnya pemberian mahar ditetapkan atas 
persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus disertai dengan rasa 
ikhlas.
17
 Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah : 
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 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat,… 177 
15




 Tihami Sohari, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2009), 87. 

































 ُسَر َلاَق َف ِْيَْلْعن ىَلَع ْتجَّوَز َت ٍَةرَاز َف ِنَِب ْنِم َةَءَرْمِأ َّنَأ : ةَع ْ يبَر ْنِب ِرِماَع ْنَع ِتْيِضََرأ : للها لو
 )ىذم ترلاو وجام نبأ و دحمأ هاور(  َُهز اَج َأَف ْمَع َن: ْتل اَق َف ِْيْلْع َِنب ِكَل اَمَو ِكِسْفن ىلَع 
 
Dari ‘Amir bin Rabi’ah:  sesungguhnya seorang perempuan dari bani 
fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya 
kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin 
sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: ‚iya‛, 




   
Berdasarkan aturan dalam al-Quran dan hadist yang tidak 
menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam 
mazhab, baik itu Sha<fi’i, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak 
ada batasan minimal dalam mahar. Sementara itu imam Hanafi mengatakan 
bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki 
mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham apabila akad 
dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi 
percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham.
19
 
Seiring berkembangnya zaman, mahar juga mengalami 
perkembangan. Bukan hanya dengan cara menghias mahar yang akan 
diberikan agar terlihat lebih indah, sebagian besar masyarakat di Surabaya 
menginginkan agar pemberian jumlah mahar disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahannya. Hal ini disebabkan karena menurut masyarakat 
jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan 
merupakan mahar yang unik dan sedang nge trend. Seperti contoh 
                                                          
18
 Muhammad Idrus Abdur Rauf, Mukhtasar Shahih al-Tirmidzi (Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah), 
93. 
19
 Mughniyah Muhammad Jawad, Fiqih Lima mazhab, diterjemahkan Masykur dkk (Jakarta: 
Lentera, 2007), 364 

































masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang 
Surabaya. Permintaan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan inlah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi 
suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam 
prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan, nominal uang akan  disesuaikan dengan tanggal bulan, bulan 
dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Seperti contoh mahar pada 
pasangan nomer 0365/ 083/ 1x/ 2017 dengan nominal Rp 160.917 dengan 
tanggal pernikahan 16- 09- 2017 dan pasangan nomer 0057/015/11/2017 
dengan mahar Rp 160.217 dan tanggal pernikahan 16-02-2017 serta 
pasangan nomer 0019/019/I/2017 dengan mahar 120.117 dan tanggal 
pernikahan 12-01-2017 yang terdaftar di KUA Kecamatan Karangpilang 
Surabaya. 
 Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 17. Untuk mendapatkan 
uang Rp.17 perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil 
seperti ini sulit didapatkan karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan 
oleh Bank Indonesia adalah Rp.100. Untuk melengkapi uang Rp.17 maka 
calon mempelai laki-laki harus membeliuang kuno dengan nilai nominal 
yang dibutuhkan pada kolektor barang antik dengan harga yang tidak 
murah. Hal ini tidak sejalan dengan KHI pasal 31 yang menyatakan bahwa 
penentuan mahar berdasarkan asas kesedehanaan dan kemudahan. 
Tidak seperti zaman dahulu yang dalam prakteknya mahar langsung 
diberikan tanpa disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Banyak 

































ditemukan adanya modifikasi mahar pernikahan, alasan para calon 
pengantin kebanyakan hanya karena sebuah trend. Lalu bagaimanakah 
dalam hukum Islam mengatur tentang pemberian jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. karena ini 
merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya 
pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa terhadap pemberian 
mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan, dengan studi kasus 
dilakukan di Kantor Urusan Agama Karangpilang Surabayadalam 
penelitian yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian 
Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan 
(Studi Kasus di KUA Karangpilang Surabaya ). 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Setelah pemaparan latar belakang masalah, maka perlu untuk 
mengedentifikasi beberapa masalah yang timbul dan membatasi masalah-
masalah tersebut dengan identifikasi dan batasan masalah. 
1. Identifikasi Masalah 
Dari pemaparan masalah diatas, maka timbul beberapa identifikasi 
masalah, diantaranya adalah : 
a. Hukum mahar  nikah dalam islam, fiqih dan Komplikasi Hukum 
Islam 
b. Pendapat mazhab-mazhab dan ulama tentang mahar 

































c. Batasan dan ukuran jumlah mahar nikah  
d. Mahar sebagai hak istri dan kewajiban suami 
e. Pengaruh pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikakahan serta kebiasaan masyarakat yang 
memberikan nominal mahar sesuai waktu pelaksanaan pernikahan. 
2. Batasan Masalah 
Agar dalam penelitian tidak meyimpang dari judul yang telah 
dibuat, maka penulis telah melakukan batasan ini untuk mempermudah 
permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini 
penulis akan membahas : 
a. Terjadinya pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya. 
b. Analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
 
C.  Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengapa terjadi pemberian jumlah mahar dan disesuaikan dengan 
waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya ? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar 
yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA 
Karangpilang Surabaya ? 

































D. Kajian Pustaka 
 Dari Hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian 
sebelumnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang 
sama. Tetapi penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit 
memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai 
berikut : 
1. Dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Bambang Sugiantoro dari 
Universitas Kendari Sulawesi Utara dengan Judul ‚Kualitas dan 
Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan 
Diri Kepada Nabi SAW)‛ penelitian tersebut membehas tentang 
kualitas dan kuantitas mahar dalam realitas masyarakat muslim, dan 
membahas tentang hadist pemberian mahar seorang laki-laki kepada 
wanita dengan cincin besi serta ayat Al-Quranyang menjelaskan 
tentang kualitas dan kuantitas mahar nikah.
20
 
Hasil dari penelitian mempunyai beberapa kesimpulan, pertama, 
bahwa hadist yang membahas tentang mahar cincin besi. Ulama 
melakukan pendekatan kontekstual kualitas minimal mahar adalah 
senilai dengan cincin besi atau sejenisnya. Kedua, ulama lainnya 
berpendapat bahwa mahar nikah dengan pengajaran al-Quran. Dapat 
disimpulkan bahwa batas minimal kualitas mahar tidak sebatas, selama 
ada keridhoan, kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak 
yang melakukan akad. 
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 Bambang Sugiantoro, Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Jurnal-Universitas 
Kendari- Sulawesi Utara, 2013), 1. 

































Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas 
tentang mahar dan mengkajinya untuk menentukan batas kualitas dan 
kuantitas mahar nikah serta menggunakan pendapat beberapa ulama. 
Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisa hukum Islam 
terhadap pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan  dimana pembayaran mahar seperti tersebut 
sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Karangpilang Surabaya. 
2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN 
Sunan Ampel Surabaya dengan judul :‛Analisis Hukum Islam 
Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA Jambangan Surabaya‛. 
Penelitian ini membahas mahar yang mengalami modernisasi. 
Modernisasi bentuk mahar adalah suatu cara menghias mahar nikah 




Penelitian tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama,  
bahwa alasan menghias mahar di daerah jambangan tersebut 
dikarenakan sudah menjadi tren atau kebiasaan, atas permintaan calon 
istri dan calon suami ingin memberikan yang terbaik untuk calon istri. 
Kedua, menghias mahar tidak membatalkan perkawinan dan tidak ada 
aturan dalam Islam. Namun, menurut kepala KUA sebaiknya menghias 
mahar sebaiknya tidak dilakukan karna akan dikhawatirkan akan 
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 Eka Fitri Hidayati ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah di KUA 
jambangan Surabaya‛ (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 5. 

































memberatkan calon pengantin laki-laki dan ditakutkan mahar menjadi 
tidak bisa dimanfaatkan. 
Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut membahas kebiasaan 
masyarakat menghias mahar sedangkan dalam penelitian ini membahas 
tentang kebiasaan masyarakat Karangpilang memberikan jumlah 
mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
3. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Alfaroby dari UIN Syarif 
Hidayatullah dengan judul : ‚Transformasi Pemahaman Masyarakat 
Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah 
Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)‛. Penelitian tersebut 
mempunyai rumusan masalah diantaranya adalah pengertian dan 
kedudukan mahar di desa penengah dan sejak kapan diberlakukannya 




Penelitian tersebut mempunyai beberapa kesimpulan. Pertama, 
adat pemberian mahar di daerah penengah telah sesuai dengan yang 
dianjurkan dalam syariat Islam. Kedua, adat pemberian mahar didaerah 
Penengah tersebut sudah ada sejak pada zaman belanda, hingga sampai 
saat ini masyarakat daerah Penengah masih terus melakukan dan sudah 
menjadi adat daerah Penengah. Ketiga, sampai saat ini pemikiran 
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 Alfaroby, ‚Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi 
Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)‛ (Skripsi – UIN Syarif 
Hidayatullah, Jakarta, 2010), 4 

































masyarakat Penengah masih tetap digunakan dalam pernikahan, karena 
itu merupakan kelanggengan bahtera rumah tangga. 
Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan, dalam penelitian membahas tentang adat 
masyarakat daerah Penengah tentang pemberian mahar, sejarah dan 
bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian terebut. 
Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas kebiasaan masyarakat 
Karangpilang Surabaya dalam memberikan jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkanikahan. 
4. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Siti Zainab dari UIN Sunan 
Ampel Surabaya yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap 
Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air Mata Desa Campor 
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan‛. Penelitian ini menjawab 
pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang 
tua dengan meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta 
menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor 
Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan 
analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.
23
 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar 
dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk 
ikut serta menentukan maharnya sendiri.disebabkan oleh beberapa hal, 
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 Siti Zainab, ‚Anlisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua di Dusun Air 
Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan‛(Skripsi – UIN SunanAmpel, 
Surabaya, 2014), 5. 

































antara lain: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka 
yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan demikian mereka 
merasa mempunyai otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan 
dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. 
Disamping itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua adalah 
bias dari kurangnya pemahaman akan eksitensi mahar yang kaitannya 
dengan hak perempuan, hal ini tampak dari yang telah penulis perhatikan 
dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang hanya 
dianggap penting adalah akad nikahnya dan bukan mahar. Kemudian, 
setelah dianalisis penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara 
penuh di Dusun Air Mata bisa dikatakan tidak dibenarkan dalam Islam, 
karena dalam Islam  perempuan juga mempunyai hak untuk ikut serta 
menentukan maharnya sendiri dengan kata lain penentuan mahar harus 
juga berdasarkan kerelaan dari calon istri. 
Penelian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang 
akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang 
penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di desa 
Air Mata, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 
membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh 
masyarakat khususnya di masyarakat yang mendaftarkan  
pernikahannya di KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya Surabaya 
karena alasan tren. 

































E. Tujuan Penelitian 
Sesuai permasalahan yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian 
adalah : 
1. Mendeskripsikan alasan calon pengantin di KUA Karangpilang 
Surabaya tentang pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan. 
2. Menganalisis secara hukum Islam terhadap alasan calon pengantin di 
KUA Karangpilang Surabaya tentang pemberian mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
 
F. Kegunaan Hasil penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan baik 
dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis). 
1. Aspek keilmuan (teoritis) 
a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji 
masalah yang relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat 
nanti. 
b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, 
terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini suatu saat nanti. 
2. Aspek terapan 
     Sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam praktek pembayaran 
jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 

































G. Definisi Operasional 
Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian 
ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut : 
Hukum Islam : Peraturan-peraturan pada ketentuan-ketentuan yang 
berkenaan dengan mahar berdasarkan al-Quran, al-Hadist dan pendapat 
ulama empat mazhab serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam . 
Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan: Proses, cara, perbuatan memberikan mahar yang diberikan oleh 
calon mempelai pria kepada calon mepelai wanita baik berbentuk barang, 
uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Seperti contoh mahar 
Rp 160.917 dengan waktu pelaksanaa pernikahan 16-09-2017, mahar Rp 
160.217 dengan waktu pelaksanaan pernikahan 16-02-2017 dan mahar Rp 
120.117 dengan waktu pelaksanaan  pernikahan 12-01-2017.  
H. Metode Penelitian 
Chalid Narbuko memberikan pengertian metode penelitian adalah cara 
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 
mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan 
analisis sampai menyusun laporan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 
research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang 
diperoleh dari lapangan sebagai objek penelitian, agar penulisan skripsi ini 

































dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk 
mengemukakan metode penelitian skripsi ini, sebagai berikut : 
1. Data yang dikumpulkan 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data-data 
terhadap alasan calon pengantin di KUA Karangpilang Surabaya tentang 
pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan. 
2. Sumber data 
Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi 
sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Sumber data primer, adalah sumber data yang diperoleh secara 
langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer tersebut, data 
yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang 
mendaftarkan pernikahannya di KUA Karangpilang Surabaya 
Surabaya. 
b. Sumber data sekunder, dalam penelitian ini dokumen yang dapat 
digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah 
dilakukan di tempat berbeda dan informasi dari internet. Selain itu 
juga beragam foto dan catatan laporan wawancara mengenai 
pendapat masyarakat tentang pemberian mahar yang disesuaikan 
dengan waktu laksanaan pernikahan. 
3. Teknik pengumpulan data 

































Karena skripsi ini bersifat lapangan, maka untuk memperoleh data 
dengan menggunakan cara : 
a. Interview / wawancara adalah mengadakan wawancara dengan  
masyarakat yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan di KUA Karangpilang 
Surabaya. 
b. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa 
sumber data tertulis, seperti literatur-literatur yang membahas 
tentang mahar. 
4. Tekhnik pengolahan data 
a) Editing  
Pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari 
segi kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi 
dengan penelitian. 
b) Organizing  
Pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga 
dapat menghasilkan bahan-bahan untuk menetukan deskriptif. 
5. Tekhnik Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga 
tekhnik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

































penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian 
diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.
24
 
Secara tekhnis penelitian ini mendeskripsikan tentang tentang 
kebiasaan masyarakat yang memberikan jumlah mahar sesuai dengan 
waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana Al-Quran, Hadist serta 
pendapat ulama Islam dan KHI yang berkaitan dengan pemberian mahar 
yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini maka pembahasan 
dalam skripsi ini akan diuraikan secara sistematis. Adapun penulisan 
skrispsi ini dibagi kedalam lima bab yang berhubungan satu dengan 
lainnya, yaitu : 
Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua adalah landasan teoritis tentang konsep mahar dalam 
Hukum Islam dan KHI. Meliputi pengertian mahar, dasar-dasar dantujuan 
mahar, hukum mahar, batasan dan jumlah mahar. 
Bab ketiga, membahas tentang pemberian mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Meliputi profil KUA Karangpilang 
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 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Tekhnik, (Bandung: 
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Surabaya, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Karangpilang Surabaya serta alasan masyarakat di KUA 
Karangpilang mengenai pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan. 
Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap 
pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan 
Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi 
penutup berupa kesimpulan dan saran. 
 
 






































A. Pengertian Mahar Nikah 
Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa arab yaitu (  (رهم bentuk 
mufrad sedang bentuk jamaknya adalah ( روهم ) yang berati mas kawin.1 
Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: s{adaq, 
nih{la>h, fari<d{ah, ajr, dan u’qr.2 
1. S{adaq, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada 
istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok 
dalam kewajiban mahar atau maskawin.
3
 Allah Swt. Berfirman : 
              
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (Q.S. An-Nisa’)4 
 
2. Nih{la>h, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai 
kewajiban. 
3. Ajr  berasal dari kata ijarah yang berati upah 
Firman Allah : 
                   
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 Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431. 
2
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2010), 36. 
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 Darmawan, Eksitensi Mahar dan Walimah, (Surabaya: Avisa, 2011), 6. 
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 Departemen Agama RI, Alquran & terjemahan,… 100. 



































Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara 
mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), 
sebagai suatu kewajiban. (Q. S. An-Nisa’, 4:24) 
 
4. Fari<d{ah,berasal dari kata farada yang artinya kewajiban.5 
5. U’qr yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.6 
Sedangkan secara istilah mahar yaitu sesuatu yang diberikan oleh 
pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi 
sesuatu yang akan diterima olehnya.
7
 
Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki 
kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
8
Adapun 
pengertian mahar dari beberapa ulama adalah sebagai berikut : 
1. Menurut Ibrahim  Muhammad al-Jamal maskawin atau mahar adalah 
hak wanita karena dengan menerima maskawin artinya ia suka dan rela 
dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.
9
 
2. Menurut Ra’d Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar adalah harta benda 
pemberian seorang laki-laki kepada seorang wanita karena adanya akad 
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 Muhammad Zuhaily, Terjemah Al-Mu’tamadm Fi Al-Fiqh As-Sha<fi’i, diterjemahkan oleh 
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nikah hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli 
wanita tersebut sebagai istrinya.
10
 
3. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar sebagai suatu pemberian dari laki-
laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya dapat menyenangkan 




4. Menurut Mazhab Sha<fi’i mahar adalah sesuatu yang diwajibkan sebab 
pernikahan atau persetubuhan. 
5. Mazhab H{anafi mahar adalah sesuatu yang didapatkan seseorang 
perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. 
6. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang dibarikan 
kepada seseorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. 
7. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam 
akad pernikahan baik mahar ditentukan di dalam akad nikah atau 
ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.
12
 
8. Dalam pasal I sub d Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah 
pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang 
ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
13
 
Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya tidak ada 
perbedaan yang mendasar dimana setiap definisi memberikan pengertian 
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yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar 
bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan 
oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan. 
B. Dasar Hukum Mahar 
 Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap 
kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. 
Pada masa jahiliyah perempuan dirampas haknya, dimana pada masa itu 
sang wali bebas menguasai harta menguasai harta yang memang murni hak 
miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk 
memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian 
dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan 
mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. 
Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil 




Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar 
bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi 
adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) 
mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, 
ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri 
maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut’ah yaitu 
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                           
Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang 




Perintah kewajiban pembayaran mahar didasarkan atas firman Allah 
dalam surat al-Nisa ayat 4 yang berbunyi : 
                                
‚dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika 
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu 





Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan 
wali yang sering mengambil mahar perempuanpuan yang berada pada 
perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-
wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana 
pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanita-wanita 
yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, 
menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, 
maka makanlah, yakni ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian 
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yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya. Kerelaan isti 
menyerahkan kembali maskawinitu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. 
Karena ayat di atas, setelah menyatakan thibna yang maknanya mereka 
dengan senang hati, ditambah dengan kata nafsan atau jiwa, untuk 
menunjukan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, 
tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.
18
 
Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat Al-Nisa’ ayat 
24 sebagai berikut : 
                                 
                             
                           
           
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, 
kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki 
sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain 
(perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha 
dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka 
karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 
maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak 
mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, 
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Dan surat al-Nisa ayat 25: 
                          
                          
                                
       
 
Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk 
menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan 
menikahi perempuan)yang beriman dari hamba sahaya yang kamu 
miliki. Allah maha mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu 
adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), 
karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka 
maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan 
yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan 
yang mengambil laki-laki lain sebagai periarannya. Apabila mereka 
telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji 
(zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) 
perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (kebolehan 
menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut 
terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi 




Sedangkan dalil Sunah tentang mahar adalah Rasulullah SAW bersabda : 
 ُسَر َلاَق َف , ِْيَْلْع َن ىَلَع ْتَج َّو َت ًَةرَاز َف ِنَِب ْنِم ًَةأَرْما ََّنا َةَع ْ ِيبَر ِنْب ِرِماَع ْنَع وّللا ىلص وَّللا ُلْو
 َلْع َِنب َكِل اَمَو َكِسْف َن ىَلَع  ُتْيِضََرا :مّلسو ويلعع نباو دحما هاور( َُهزاَجََأف ,ْمَع َن :ْتَلاَق َف ِْيْ
لاو وجام )وححصو ىذمتر  
Dari Amir bin Rabiah: ‚sesungguhnya seorang perumpuan dari bani 
fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya 
kepada perempuan tersebut: ‚Relakah engkau dengan maskawin 
sepasang sandal?‛, maka kemudian perempuan itu menjawab ‚iya‛, 
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Juga terdapat dalam h{adith yang diriwayatkan oleh imam Bukhori 
dari Sahal bin Said, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada 
Rasul dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi tidak berminat 
pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan 
perempuan tersebut untuk dijadikannya istrinya dan Nabi memerintahkan 
kepada sahabat tersebut untuk memberikan mahar kepada perempuan yang 
akan dinikahi itu. Adapun bunyi h{adithnya sebagai berikut : 
 َلَاق ِّيِدِعا َّسلا ٍدْعَس ِنْب ِلْهَس ْنَع  َلِا ٌَةَأرْما ْتَءاَج ِلوُسَر   ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ْتلاَق َف ,َمَّلَسَو
 َلْوُسَر َاي  َف ْيِسْف َن َكَل ُبََىا ُتْئِج ِوّللا ُلوُسَر اَه ْ َيِلا َرَظَن  َدَّعَصَف َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا
 َرَظَّنلا  َُّثُ َُوب َّوَصَو اَه ْ يِف ُلوُسَر ََأط َْأط  َّلَص ِوَّللا ُوََّنا َُةأْرَمَْلا ْتَأَر ا َّمَل َف ُوَسَْأر ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ى َْلَ
 ْق َي ٌلُجَر َماَق َف ْتَسَلَج اًئْيَش اَه ْ يِف ِض  ِوَّللا َلْوُسَر َاي َلاَق َف ِِوباَحْصَا ْنِم  ْنُكَي َّْلَِأ  َكَل  ٌةَجاَح َاِبِ
 َش ْنِم َكَدْنِع ْلَه َف َلاَق َف اَه ْ يِنْجِّوَز َف ِوَّلللاَو َلَ َلاَق َف ٍئْي  َكَلْىَأ َلِأ ْبَىْذا َلاَق َف ِوَّللا َلْوُسَر َاي
َاف ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلاَق َف اًئْيَش ُتْدَجَو اَم  ِللهاَو َلَ َلاَق َف َعَجَر َُّثُ َبَىَذَف اًئْيَش ُدَِتَ ْلَى ُْرظْن
 َلَع ُوَّللا ْوَلَو ُْرظْنا ,َمَّلَسَو ِوْي ًِتاَخ َعَجَر َُّثُ َبَىَذَف ٍدْيِدَح ْنِم ا  َلََو ِوَّللا َلْوُسَر َاي ِللهاَو َلَ َلاَق َف
ًاِتاَخ  ِإ اَذَى ْنِكَلَو ٍدْيِدَح ْنِماَِدر ُوَلاَم ٌلْهَس َلَاق ِْيرَز ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر َلاَق َف ُوَفْصِن اَهَل َف ٌء
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع َزِِأب ُعَنْصَت اَم , َلَاط اَذِأ َّتََّح ُلُجَّرلا َسَلَجَف ٌئْيَش ُوْنِم َكْيَلَع ْنُكَي َْلَ ُوْتَسَِبل ْنِأ َِكرا
 َءاَج ا َّمَل َف َيِعُدَف ِِوب َرَمََأف اًيِّلَوُم ,َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا ُلوُسَر ُهآَر َف َمَاق ُوُسٍلَْمَ َلَاق اَذاَم
 ِنآْرُقْلا َنِم َكَعَم ِرْهَظ ْنَع َّنُىُؤَرْق َت َلاَق َف اَىَد َّدَع اَذَك َُةرْوُسَو اَذَك َُةرْوُس َيِعَم َلَاق َلَاق َكِبْل َق
 ِّلَم ْدَق َف ْبَىْذا ِنآْرُقْلا َنِم َكَعَم َابِ اَه َتْك 
Dari Sahl bin Sa’d As Sa’di dia berkata: seorang wanita datang 
menemui Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, saya 
datang yntuk menyerahkan diriku kepadamu. Maka Rasulullah SAW 
melihat wanita tersebut dari atas sampai ke bawah lalu menundukkan 
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kepalanya. Kemudian wanita tersebut duduk setelah melihat beliau 
tidak memberi tanggapan apa-apa, maka berdirilah salah seorang 
sahabatnya sambil berkata; ‚Wahai Rasulullah, jika anda tidak 
berminat dengannya, maka nikahkanlah saya dengannya‛. Beliau 
bersabda: ‚adakah kamu memiliki sesuatu sebagai mas kawinnya?‛ 
jawab orang itu; ‚tidak, demi Allah wahai Rasulullah‛. Beliau 
bersabda ‚temuilah keluargamu, barangkali kamu mendapati sesuatu 
(sebagai maskawin)‛. Lantas dia pergi menemui keluarganya, 
kemudian dia kembali dan berkata; ‚Demi Allah, saya tidak 
mendapatkan sesuatu pun‛. Maka Rasulullah SAW bersabda: 
‚Cobalah kamu cari, walaupun hanya cincin dari besi‛. Lantas dia 
pergi lagi dan kembali seraya berkata; ‚Demi Allah wahai Rasulullah, 
saya tidak mendapatkan apapun walau hanya cincin dari besi, akan 
tetapi, ini kain sarungku. –Kata Sahl; ‚Dia tidak memiliki kain 
sarung kecuali yang dipakainya‛ – ‚Ini akan kuberikan kepadanya 
setengahnya (sebagai mas kawin)‛. Maka Rasulullah SAW Bersabda; 
‚Apa yang dapat kamu perbuat dengan kain sarungmu? Jika kamu 
memakainya, dia tidak dapat memakainya, dan jika dia memakainya, 
kamu tidak dapat memakainya. Oleh karena itu, laki-laki tersebut 
duduk termenung, setelah agak lama duduk, dia berdiri, ketika 
Rasulullah SAW melihat dia hendak pergi, beliau menyuruh agar dia 
dipanggil untuk menemuinya. Tatkala dia datang, beliau bersabda; 
‚Apakah kamu hafal sesuatu dari Alquran?‛ dia menjawab: ‚saya 
hafal surat ini dan ini –sambil menyebutkannya-‚ beliau bersabda: 
‚Apakah kamu hafal di luar kepala?‛ Dia menjawab; ‚Ya‛, Beliau 
Bersabda: ‚Bawalah dia, saya telah nikahkan kamu dengannya, 
dengan maskawin mengajarkan Alquran yang kamu hafal‛.22 
H{adith ini menunjukan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang 
sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau 
meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andaikata mahar tidak wajib 
tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang 
menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah 
meninggalkannya, hal ini menunjukan kewajibannya.
23
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Adapun para ulama’ sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami 
kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran 
mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan 
dan tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu 
lebih baik dan sebagai shodaqoh, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak 
yang jenis dan jumlahnya, sesuai akad nikah.
24
 
Imam Sha<fi’i, Imam Abu Daud dan Imam Malik mewajibkan 
pembayaran mahar sepenuhnya bila terjadi khalwat. Apabila telah terjadi 
khalwat antara suami dan istri dan dapat dijadikan dasar bahwa terjadi 
dukhul (persetubuhan) antara keduanya, pihak suami wajib membayar 
mahar sepenuhnya sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan dalam 
akad nikah. Akan tetapi, apabila terdapat alat-alat bukti yang dapat 
menimbulkan keyakinan bahwa sekalipun keduanya telah berkhalwat, 
belum terjadi persetubuhan, dalam hal ini kalau suami menceraikan 
istrinya, ia tidak wajib membayar mahar sepenuhnya karena belum terjadi 
dukhul dan suami wajib membayar separunya saja.25 
C. Hikmah Disyariatkannya Mahar 
Mahar sebagai salah satu sistem dan aturan yang ditetapkan Allah 
untuk para hamba-Nya. Manfaat dari mahar diantaranya adalah : 
1. Mahar bertujuan untuk memuliakan wanita. Salah satu usaha Islam 
dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk 
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memegang usahanya. Pada zaman jahiliyah hak-hak wanita dihilangkan 
dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu, 
kepadanya diberi hak mahar. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak 
dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus 
ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah, dan merupakan hak mutlak 
seorang wanita untuk menentukan besarnya mahar.
26
 
2. Mahar adalah modal seorang wanita dalam mempersiapkan diri sendiri. 
Sebelum menikah seorang wanita tinggal dirumah bapaknya dalam 
keadaan terhormat dan masih dibiyai bapaknya sesuai kemampuan. Jika 
ia sudah beralih kerumah suaminya tentu ia membutuhkan pakaian yang 
indah dan cantik. Ia juga membutuhkan perhiasan yang dikenakan saat 
setelah pernikahan, seperti pafum, bedak, dan bahan kosmetik lainnya. 
Dengan demikian ia bisa berpenampilan sebagai seorang istri yang layak 
untuk suami, suamipun bisa menjaga pandangan dan kemaluannya dari 
hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Pada kondisi ini mahar 
menjadi dana pendukung baginya dalam membeli segala perlengkapan 
dan kebutuhannya baik berupa pakaian, perhiasan maupun perlengkapan 
lainnya, dan selazimnya memberikannya hal-hal yang dibutuhkan .
27
 
3. Mahar adalah menunjukan bahwa akad pernikahan mempunyai 
kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu Allah mewajibkan kepada laki-
laki bukan kaepada wanita, karena ia lebih mampu untuk berusaha. Istri 
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pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala 
perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi 
manfaat dari hal tersebut akan kembali kepada suami juga. Oleh karena 
itu, merupakan sesuatu yang relevan apabila suami dibebani mahar 
untuk diberikan kepada sang istri. Mahar dalam segala bentuknya 
menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada 
istrinya karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti penyerahan 
mahar yang diakhiri, penyerahan mahar bagi perempuan perempuan 





D. Syarat Sah Mahar 
Mahar yang diberikan suami kepada suami kepada istrinya harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Berupa harta atau benda yang berharga. Tidak sah sesuatu yang tidak 
memiliki harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan 
bahasa lain yaitu ‚Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki 
dan dapat dijual.‛ 
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak sah mahar dengan 
khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan 
tidak berharga, menurut pandangan shari>‘at Islam. Walaupun menurut 
sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, khamar, 
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babi dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga 
tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau 
waktu akad nikah, khamar, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh 
orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka tasmiyah 
(penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita 
tersebut wajib menerima mahar mitsil. 
3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar 
yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam 
Sha<fi’i mengatakan bahwa ‚mahar itu tidak boleh kecuali dengan 
sesuatu yang ma’lum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak 
disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan 
menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, 
dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan benda-
benda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) 
seperti mengajarkan Alquran. 
4. Barang bukan barang gasab artinya mengambil barang milik orang lain 
tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena 
berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang 
ghasab adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya 
wajib ada mahar mithil. 
Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan 
mahar yang berupa barang ghasab, jika kedua mempelai mengetahui 
kalau mahar tersebut barang ghasab dan kedunya rasyid (pandai) maka 



































akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika 
telah dukhul serta wajib membayar mahar mitsil apabila keduanya tidak 
rasyid. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka 
nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil 
benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan 
mahar tadi. 
Sedangkan menurut golongan h{anafiyah, akad dan tasmiyah 
(penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, 
bahwa benda yang dibuat mahar adalah ghasab. Jika pemilik barang 
membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi 
mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib 




E. Kadar Mahar 
Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat 
ditekankan, namun tidak ada dalil syar’i yang secara khusus membahas 
tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, 
atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada 
kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah 
mahar kepada suami. Hal ini diutarakan dalam suatu h{adith yang berbunyi: 
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  ْنَعَو  َةَشِئاَع  َيِضَر وّللا اَه ْ نَع : ََّنا  َلوُسَّرلا  ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  : ِإ َّن  َأ َمَظْع  ًةََكر َب 
 َأ ُُهرَسْي  ًَةنْو ُئَم (هاور دخما ) 
Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya 




Imam Shafi’i berpendapat bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar 
adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan 
harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak 
diperdagangkan.
31
 Shari>‘at Islam tidak menetapkan kadar mahar, 
dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. 
Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak-
banyaknya apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon istrinya, 
karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Hal ini 
sesuai dengan pendapat An-Nawawi dalam kitabnya Raudah at-Talibin 
yang mengatakan  : Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa 
digunakan untuk membeli atau layak dibeli, atau bisa digunakan untuk upah, 
semuanya boleh dijadikan mahar. Jika nilainya sangat sedikit, sampai pada batas 
tidak lagi disebut harta oleh masyarkat, maka tidak bisa disebut mahar. 
32 
Tidak ada batasan mahar supaya setiap orang dapat memberikan 
mahar sesuai dengan kemampuan dan kondisi serta atas persetujuan kedua 
belah pihak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah : 
                                                          
30
 Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Ahmad Ibnu Hambal, (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 
1998), 1836.. 
31
 Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 233 
32
 Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Raudhatul Thalibin 3 (Beirut: Al-
Maktab Al-Islamy, 1991), 34 



































 ِرِماَع ْنَع ََةرَازِف ِنَِب ْنِم ًةَءَرْمِأ َّنَأ : ةَع ْ يبَر ْنِب  َن ىَلَع ْتجَّوَز َت ُلوُسَر َلاَق َف ِْيَْلْع  ِتْيِضََرأ : للها
 َن ىلَع ِل اَمَو ِكِسْف اَق َف ِْيْلْع َِنب ِك َل ْت اَجَأَف ْمَع َن: )ىذم ترلاو وجام نبأ و دحمأ هاور(  َُهز 
 
Dari ‘Amir bin Rabi’ah:  sesungguhnya seorang perempuan dari bani 
fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya 
kepada perempuan tersebut: relakah engkau dengan maskawin 
sepasang sandal?, maka kemudian perempuan itu menjawab: ‚iya‛, 




Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batas 
maksimal dalam mahar. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang 
batas minimal kadar mahar. Ulama sha<fi’iyah dan Hanabilah berpendapat 
bahwa tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi 
ataupun non-materi. Pendapat ini didasarkan pada h{adith yang berbunyi: 
 َو ِضَر ٍرِباَج ْنَع َلوُسَر ََّنا : ُوْنَع وّللا َي  َو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َطَْعا ًلاُجَر َّنَأ ْوَل : َلَاق ,َمَّلَس ى
 َدَص ًَةَأرْمِاادواد وباو دخما هاور( ًلََلاَح ُوَل ْتَناَك اًماَعَط ِوْيََدي َءْلِم ًاقسس   
Dan dari Jabir ra., bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda 
:‛kalau seandainya seorang laki-laki memberikan mahar berupa dua 





Dari dalil di atas ulama Sha<fi’iyah dan Ulama Hanabilah sepakat 
bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentiuan mahar, maka semua 
benda yang memiliki harga bisa dijadikan mahar. Namun, berbeda halnya 
dengan ulama H{anafiyah dan ulama Malikiyah, keduanya berbeda pendapat 
tentang batas minimal tertentu. Menurut ulama H{anafiyah batas minimal 
mahar adalah sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib 
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mahar mithil. Pendapat ini berdasarkan h{adith yang diriwayatkan oleh Jabir 
yang berbunyi: 
 َِةرْشَع ْنِم ُّلََقأ َرْهَم َلَ  َمِىَرَد  





Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal 
mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi 
mereka adalah bandingan dari batas harta curian yang mewajibkan 
hukuman had terhadap pelakunya.
36
  
Berapapun mahar yang diberikan sebenarnya tidak berpengaruh 
terhadap keberlangsungan berkeluarga, hal terpenting adalah adanya 
kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya 
semua hal yang memiliki nilai maka bisa dijadikan sebagai mahar, baik itu 
dalam bentuk uang, barang atau bahkan (boleh) sesuatu yang bisa 
memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan Alquran. 
F. Mahar dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam 
Dalam kompilasi Hukum Islam, mahar mahar tidak termasuk rukun 
nikah, juga bukan syarat sah nikah, tetapi merupakan kewajiban yang harus 
dibayar oleh calon suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun 
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tidak memalui persetujuan pihak calon istri. Sementara dalam Hukum 
Islam pekawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya pernikahan. 
Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam 
pasal 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 yang hampir keseluruhannya 
mengadopsi dari kitab fiqih menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah 
sebagai berikut :\ 
Pasal 30: Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon 
mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua 
belah pihak. 
Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai 
laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setalah 
berlangsung akad nikah. Demikian pula yang mnerima bukan calon 
mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak 
menerima mahar setelah adanya akad nikah. 
Kompilasi Hukum Islam pasal 31 mengatur penentuan mahar 
berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang sebagaimana telah 
diatur dalam agama Islam, bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak 
menyulitkan bagi calon suami, sehingga mepermudah adanya pernikahan. 
Mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan sejak itu menjadi 
hak pribadi perempuan,bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga 
pengantin perempuan, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 32 yang mengatur tentang mahar.
37
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Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 
ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar harus dilakukan secara resmi. 
Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya ataupun sebagian jika 
disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi 
hutang bagi mempelai pria.
38
 
Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam 
pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak 
menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya dengan keadaan mahar 
masih menghutang, tidak mengurai sahnya pernikahan. Hal tersebut 
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34.
39
 
Pasal 35 berisi tentang suami yang menalak istrinya qabla ad-dukhul 
(yakni sebelum ‘berhubungan’) wajib membayar setangah mahar yang 
telahg ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia qobla 
ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. 
Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum 
ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.40 
Pasal 36 menjelaskan tentang apabila mahar hilang sebelum 
diserahkan, mahar itu daoat diganti dengan barang lain yang sama bentuk 
dan jenisnya atau dengan barang yang lain yang sama nilainya atau dengan 
uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
41
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Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisish pendapat mengenai 
jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke 
Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 28 menjelaskan tentang apabila 
mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) 
mempelai wanita tetap bersedia menerima tanpa syarat, penyerahan mahar 
dianggap lunas. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, 
suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama 
penggantinnya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar.
42
 
Pengaturan mahar dalam KHI bertujuan.
43
 
1. Untuk menertibkan masalah mahar 
2. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan ‚rukun nikah‛. 
3. Menetapkan etika mahar atas asas ‚kesederhanaan dan kemudahan‛, 
bukan didasarkan atas prinsip ekonomi, status dan gengsi. 
4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina 
ketentuan dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat 
penegak hukum. 




 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: sinar Grafika, 
2007), 40 


































PEMBERIAN MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU 
PERNIKAHAN DI KUA KARANG PILANG SURABAYA 
 
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya 
1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang  
Kantor Urusan Agama ialah satuan kerja di lingkungan 
Kementrian Agama di setiap Kecamatan yang melaksanakan sebagian 




Sebagai satuan kerja di lingkungan Kementrian Agama, maka 
tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak lepas dari 
tugas dan fungsi Kementrian Agama, bahkan sebagai aparat 
Kementrian Agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan 
dengan masyarakat, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan 
merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan 
Kementrian Agama, dan oleh karenanya peranan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan sangat menentukan baik buruknya citra 
Kementrian Agama di mata masyarakat. 
Oleh karena itu sebagai penyelenggara Negara dan pelayanan 
masyarakat perlu adanya akuntabilitas kinerja yang harus 
dipertanggungjawabkan. 
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 Departemen Agama RI, 2002 A:2). 

































Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang KUA 
Karangpilang berdiri pada tahun 10948 yang bertempat di Jl. Mastrip 
No.50 Karangpilang Surabaya 60221, yang berdiri di atas lahan seluas 
10x20 meter dan status tanahnya adalah Hak Guna Bangunan yang 
dimiliki oleh Kementrian Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Karangpilang merupakan institusi pemerintah dibawah Kementrian 
Agama Kota Surabaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah dibidang 
pembangunan agama kecamatan, khususnya dibidang urusan agama 
Islam. 
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Karangpilang 
Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Noo.44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agma, maka 
diterbiykan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Intruksi 
Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang susunan Organisasi 
Departemen Agama. 
Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan 
bahwa kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk 
melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di 
Kabupaten atau Kotamadya dalam wilayah Kecamatan di bidang 
Urusan Agama Islam. 
Untuk melaksanakan tugas tersebugt, pada pasal 718 disebutkan 
fungsi KUA sebagai beriku 

































a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi. 
b. Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, 
pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agma. 
c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan 
membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan Ibadah sosial, 
kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai 
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Dirjen Bimbingan 
Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku. 
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang 
Adapun Visi dan Misi daripada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Karangpilang yaitu, sebagai berikut: 
a. Visi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya 
Profesional dan amanah dalam kegiatan Pelayanan Ummat pada  
bidang Agama Islam di Kecamatan Karangpilang. 
b. Misi KUA Kecamatan Karangpilang Surabaya 
1) Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi, dan 
mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan publik. 
2) Meningkatkan pelayanan prima dan professional dalam 
pencatatan nikah dan rujuk. 
3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan 
masyarakat. 
4) Mengembangkan manajemen dan mendayagunakan masjid, 
zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial. 

































5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, 
kemitraan ummat, dan hisab rukyat. 
6) Membina dan memberdayakan jama’ah haji. 
 
 
B. Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan 
Pernikahan di KUA Karangpilang. 
1) Motifasi 
Dari 10 responden tentang kasus pemberian jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, berikut motivasi 
para calon pengantin; 
a. Mengikuti tren 
Trend merupakan salah satu alasan istri meminta agar calon suami 
memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan, terlebih lagi trend tersebut banyak 
dilakukan oleh para artis Indonesia sehingga tidak sedikit 
masyarakat yang menirunya. Dari 10 responden yang penulis 
wawancara, 6 diantaranya alasan istri meminta jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan karna trend. 
b. Memberi kesan unik 
Kesan unik juga merupakan salah satu alasan dari pemberian jumlah 
mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, dari 
10 responden yang penulis wawancara, 4 diantaranya alasan calon 
istri adalah karna mahar tersebut merupakan hal yang unik. 

































2) Jumlah dan jenis mahar 
a. Uang 
Dari 10 reponder yang penulis wawancara, terdapat 2 calon 
pasangan pengantin yang memberikan mahar uang dan jumlahnya 
disesuaikan dengan waktu pernikahan. 
b. Seperangkat alat sholat dan uang 
Selain uang terdapat beberapa calon pengantin yang memberikan 
seperangkat alat sholat dan uang, dari 10 responden yang penulis 
wawancara, 5 diantara calon pengantin yang memberikan mahar 
seperangkat alat sholat dan uang yang jumlahnya disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
c. Emas dan uang 
Emas merupakan salah satu yang banyak dijadikan mahar oleh para 
calon pengantin, dari 10 responden yang penulis wawancara, 
terdapat 3 calon pengantin yang memberikan mahar emas dan uang 
yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. 
3) Pihak yang meminta jumlah mahar  yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan 
a. Calon istri 
Dari 10 responden yang penulis wawancara, 8 diantaranya pihak 
istri yang meminta pihak suami agar memberikan mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.  
 

































b. Kesepakatan bersama 
Dari 10 responden yang penulis wawancara 3 diantaranya 
memberikan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan pernikahan atas kesepakatan bersama. 
4) Tingkat kesulitan pemberian mahar 
Dalam pelaksanaan pemberian jumlah mahar yang disesuaikan 
dengan waktu pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa nominal yang 
mengharuskan untuk memakai uang kuno atau uang yang sudah tidak 
berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan karna 2018 merupakan tahun 
pelaksanaan pernikahan. Seperti contoh mahar dengan seperangkat alat 
sholat dan uang Rp. 222.018. Keharusan memakai Uang kuno inilah 
yang dikeluhkan oleh calon mempelai laki-laki. Untuk mendapatkan 
uang Rp. 18 maka calon mempelai laki-laki harus membeli ke 
pengumpul barang antik dengan harga yang tidak murah, Karna 
permintaan mahar yang mempersulit suami inilah akhirnya penghulu di 
KUA Karangpilang Surabaya memberikan nasehat atau masukan 
kepada calon pengantin agar tidak melakukan pemberian mahar yang 
jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan. selain 
mempersulit suami hak ini juga tidak sesuai dengan KHI pasal 31 yang 
menyatakan bahwa pemberian mahar harus berdasarkan azaz 
kemudahan dan kesederhananaan. Tetapi, walaupun penghulu KUA 
Karangpilang memberikan saran agar calon pengantin tidak melakukan 
pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 

































pernikahan, penghulu tetap meperbolehkan agar mahar seperti tersebut 
dilakukan dengan syarat mahar seperti tersebut diletakan pada buku 
nikah saja atau dalam pemberiannya nominal mahar dibulatkan keatas 
sehingga suami tidak perlu mencari uang kuno.  
Dari 10 responden yang penulis wawancara, seluruh calon 
pengantin laki-laki mengatakan kesusahan dengan permintaan calon 
istri karena mahal dan susahnya mendapatkan uang kuno dan 
memutuskan agar mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan cukup untuk buku nikah saja. Namun, dari 10 responden 
yang penulis wawancara terdapat 1 calon pesangan pengantin yang 
tetap memakai uang kuno dalam pemberian maharnya. Calon pasangan 
pengantin tersebut adalah Muhammad Nurul Hidayat dan Mafluhattus 
Sabna dengan waktu pelaksanaan pernikahan 30 Maret 2018 dan mahar 
Rp. 300.318. Calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno Rp.10, 
Rp.5 dan Rp.2 dengan total harga Rp. 300.000.  
C. Pendapat Kepala KUA Karangpilang Terhadap Pemberian Jumlah Mahar 
yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan. 
Bapak Sarwo Edi yang merupakan penghulu sekaligus Kepala KUA 
Karangpilang Surabaya berpendapat bahwa sebenarnya pegawai dan 
penghulu di KUA Karangpilang selalu menyarankan agar para calon 
pengantin tidak memberikan mahar yang disesuaikan dengan tanggal 
pelaksanaan perkawinan, karena dikhawatirkan akan menjadi beban bagi 
mempelai laki-laki. 

































Beliau menjelaskan bahwa mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan perkawinan juga disesuaikan dengan tahun. Jadi dilaksanakan 
2018 maka menggunakan 18 rupiah. “Orang jaman sekarang banyak 
menggunakan mahar yang disesuaikan tanggal pernikahannya, ada juga 
yang menggunakan tanggal pertama kali pacaran atau menggunakan 
tanggal lahir,  dan lain-lain. yah, namanya juga anak muda jaman 
sekarang.” 
Beliau juga menyarankan bahwa mahar yang disesuaikan dengan 
waktu pelaksanaan pernikahan sebainya jangan dipergunakan. Selain salah 
satu syarat mahar yang harus bermanfaat, dalam KHI pasal 31 disebutkan 
bahwa mahar harus  berdasarkan atas asas kemudahan dan kesederhanaan. 
Jika mahar menggunakan nominal Rp. 18 maka mahar tersebut harus 
dibulatkan karna pecahan yang paling kecil dikeluarkan oleh bank 
Indonesia adalah Rp. 100 dan akan dikhawatirkan menyulitkan calon 
mempelai laki-laki. Bapak Sarwo Edi, Kepala KUA Karangpilang Surabaya 
mengatakan bahwa:  
 kalau masih seperti 18 rupiah, 17 rupiah biasanya saya sarankan    
nominalnya bulatkan 800 rupiah atau menjadi 700 rupiah, atau kalau 
mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan itu 
nominalnya terlalu rendah ya saya tolak juga saya suruh ganti atau 
saya suruh tinggikan sedikit. Memakai mahar cantik yang sesuai 
dengan tanggal pelaksaan pernikahan itu tidak apa-apa asalkan 
nominalnya tidak membebani suami, benar-benar uang dan bukan 
uang mainan atau logam besi.Tapi, kalau susah mendapatkan uang 
kuno dan masih keuokeh, mahar seperti itu cukup untuk di buku 
nikah saja. Karna, menurut mereka itu merupakan tanggal bersejarah, 
kalau dalam akad tetap biasanya saya suruh bulatkan saja nominal 
maharnya atau  boleh digunakan dalam akad tapi dalam pembayaran 
mahar ke istri uangnya ditambah atau dibulatkan. 


































ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH 
MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU 
PELAKSANAAN PERNIKAHAN 
 
A. Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu   Pernikahan di KUA 
Karangpilang Surabaya 
Mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon mempelai 
laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. Mahar bukanlah syarat dan juga bukan rukun dalam 
sebuah pernikahan. Ulama sependapat bahwa dalam sebuah pernikahan 
tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak 
memiliki batasan dalam jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak 
mutlak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di 
dalam Alquran dan Hadist agar perempuan tidak mempersulit mahar atau 
maskawin yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan 
mempermudah pernikahan itu sendiri. 
 Pernikahan yang baik bukan dilihat bukan dilihat dari jumlah mahar 
atau bentuk mahar, bukan juga dilihat dari besar kecilnya mahar yang 
diberikan oleh suami, akan tetapi bukan berati mahar bukanlah hal yang 
remeh, karena jika dalam suatu pernikahan tidak diadakan mahar maka 
pernikahan tersebut bisa dibatalkan. Mahar juga memiliki makna yang 
cukup dalam. Hikmah disyariatkan mahar sendiri adalah menjadi tanda 
bahwa wanita memang harus dihormati dan dimulyakan. 

































Seiring perkembangan zaman, muncul trend yang berkembang di 
masyarakat dimana mahar lebih cenderung menjadi simbol dari suatu 
pernikahan. Trend pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan 
waktu pernikahan ini juga banyak dilakukan oleh para artis, sehingga 
masyarakat juga mengikutinya. Misalnya pernikahan anak konglomerat 
Abu Rizal Bakrie, yaitu Ardie Bakrie dengan artis Ibukota, Nia Ramadhani, 
yang dilakukan pada 1 April 2010 silam, dengan mahar nikah seperangkat 
alat shalat dan uang Rp.2.015. Uang Rp.2.015 itu terdiri dari selembar uang 
Rp. 2.000, sekeping uang Rp.10, dan lima keping  uang Rp.1. Lima keping 
uang Rp.1 itu jika dijumlahkan menjadi Rp.5, Rp.5 tersebut merupakan 
hasil penjumlahan Rp.1 dengan Rp.4, yang mewakili bulan pernikahan, 
yaitu April. Sedangkan Rp.1 mewakili tanggal pernikahan tersebut, 
sedangkan Rp.4 mewakili bulan pernikahan mereka.  / 
Sekilas bahwa pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan 
waktu pelaksanaan pernikahan mungkin menjadi sangat istimewa, namun 
penggunaan uang kuno sebagai mahar bisa memberatkan pihak calon 
suami, sehingga dapat mengurangi fungsi mahar dan keberkahan dalam 
pernikahan. Misalnya saja pernikahan yang terdaftar di KUA Karangpilang, 
Surabaya, yang digelar tanggal 2 Februari 2018, dengan mahar Rp. 
222.018.  
Untuk melengkapi mahar dengan uang Rp.222.018 maka pihak laki-
laki akan membutuhkan  dua pecahan uang Rp.100.000 (atau 3 pecahan 
uang Rp. 50.000), ditambah 2 pecahan Rp. 10.000 (atau 1 pecahan Rp. 

































20.000), ditambah uang pecahan 2 ribu rupiah (atau 2 lembar uang seribu 
rupiah). Permasalahan yang muncul setelah itu adalah jumlah uang yang 
masih kurang. 
Berdasarkan nominal uang yang berlaku saat ini, jumlah mahar yang 
dapat dikumpulkan adalah Rp222.000 karena nominal uang terkecil yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp100. Untuk melengkapi sisa 
uang Rp 18 ini yang harus membutuhkan sedikit pengorbanan karena uang 
dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan. Untuk memenuhi 
kekurangan ini, mempelai pria harus membeli uang kuno atau uang zaman 
dahulu dengan nilai nominal yang dibutuhkan yang bisa didapatkan lewat 
kolektor barang antik. 
Untuk membeli uang kuno haruslah ke pengumpul barang antik. 
Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila kita 
menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya 
haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini 
tentulah nilai nominal yang ditukarkan tidak bisa sama karna sama-sama 
kita tahu bahwa nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, 
uang kuno atau uang kadaluarsa atau uang yang tidak berlaku bukanlah 
menjadi alat tukar yang sah lagi saat ini. 
Jika kemudian uang kuno tersebut berhasil didapat dan nantinya bisa 
dijual lagi dengan harga tinggi, tentu tak jadi masalah. Yang menjadi 
masalah, ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang kuno 
yang harganya mahal dan susah didapat, lalu diganti menjadi barang yang 

































tidak memiliki nilai dan fungsi, misalnya logam besi biasa atau uang kertas 
mainan, yang kemudian dibentuk dan diberi hiasan yanag cukup menarik. 
Persoalan kumudian muncul, sebab hukum kadar sebuah mahar menjadi 
sebuah “kebohongan” karena dikatakan “tunai” saat ijab qobul, padahal 
uang mainan dan logam yang dijadikan mahar tersebut tidak bisa dijadikan 
alat pembayaran. Karena banyaknya kasus seperti di atas, yaitu di satu sisi 
para mempelai “keukeuh” menginginkan mahar sesuai tanggal istimewa 
mereka, namun di sisi lain uang kuno susah di dapat, butuh biaya dan 
teanaga untuk mendapatkannya, juga tidak bisa dijadikan alat tukar secara 
langsung, maka pihak KUA Karangpilang, Surabaya, mensyaratkan agar 
uang mahar dibulatkan ke atas, sesuai satuan mata uang yang berlaku saat 
ini. Misalnya, untuk Rp120.158 dibulatkan menjadi Rp120.200 atau 
121.000, Rp260.118 dibulatkan menjadiRp261.000, dan seterusnya.  
Meski begitu, jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan  pernikahan, seperti Rp120.158 dan Rp270.118 dan 
semacamnya boleh disebutkan saat akad nikah dan tercantum di buku 
nikah, hanya saja saat penyerahan uang mahar pada mempelai perempuan 
harus sudah dibulatkan ke atas atau pada saat akad, mahar sudah 
dibulatkan tetapi mahar “ yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaa pernikahan”  dicantumkan di buku nikah. 
 
 

































B.  Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan 
dengan Waktu Pernikahan di KUA Karangpilang, Surabaya. 
 
Sebuah benda menjadi uang karena ada negara yg menjamin. Secara 
periodik uang ada masa berlakunya. Uang lama oleh negara sudah 
diputuskan habis masa berlakunya, artinya uang lama/kuno sudah menjadi 
“hanya” kertas atau logam biasa namun tetap benilai karena punya 
sejarah/cap tulisan uang. Poin intinya adalah benda tersebut bernilai namun 
bukan merupakan uang. Oleh sebab itu, jika uang kuno digunakan sebagai 
mas kawin tetap boleh digunakan namun menggunakan uang yang sah 
(bukan uang mainan atau logam besi) dan nominalnya dibulatkan keatas. 
Sehingga jika mahar Rp. 612.018 nilai yang diberikan misalkan Rp, 
612.500. Uangnya diberikan lebih namun yg diucap sebagai mas kawin 
tertera seperti yang diinginkan dalam buku nikah (misal Rp. 612.018). 
Sehingga Rp302 kelebihannya diakadkan sebagai pemberian (bukan 
maskawin) kepada istri. 
Jika dilihat dari segi manfaat maka pemberian jumlah mahar yang 
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, kurang sesuai dengan 
yang dianjurkan oleh Islam. Adapun syarat mahar adalah : 
1. Berupa harta atau benda yang berharga yang dapat diperjual belikan. 
2. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya. 
3. Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, 
4. Bukan barang gasab. 

































Jika uang kuno sebagai mahar dalam perkawinan dengan tujuan agar 
dapat dijual kembali dengan harga tinggi tentu tidak menjadi masalah, 
karana dengan begitu maka syarat-syarat mahar sudah terpenuhi. Namun, 
lain halnya jika uang kuno yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar 
hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar 
tersebut belum memenuhi syarat-syarat mahar yang telah ditentukan oleh 
Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu 
pelaksanaan tidak dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam 
Syafi’i dalam Fiqih Islam Waadillatuhu karangan Wahbah Zuhaily yang 
menyatakan bahwa minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta 
ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikata harta itu 
diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, dan 
layak diperdagangkan. 
Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian 
jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan 
tidak mengandung kesedehanaan. Hal ini disebabkan karna memberatkan 
calon suami yang harus sedikit berusaha untuk mendapatkan uang kuno. 
Calon suami harus membeli uang kuno kepada pengumpul uang kuno 
dengan harga yang tidak murah. Hal ini bertentangan dengan KHI pasal 
31 yang menyatakan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan asas 
kemudahan dan kesederhanaan. Selain bertentangan dengan KHI pasal 31, 
pembelian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan juga bertentangan dengan Hadist Nabi yang berbunyi; 

































ْْنَعَو َْةَشِئاَع َْيِضَر وّللا اَه ْ نَع:  َْنا َْلوُس رلا ِْو للا ى لَص ُْو للا ِْوْيَلَع َْم لَسَو َْلَاق : ِْإ ْن َْأَْمَظْع  ْةََكر َب 
َْأُُْهرَسْي  َْةنْو ُئَمْ(ْورها دخما)  
 
Dari Aisyah ra: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: 
sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang 
paling murah maharnya (H.R. Ahmad)  
  
Dan Hadist Nabi 
ِْْاْلَتِْمْْسََْْْولْْوَْْخ ِْتااْ ْدْيِدَحْْنِم  
Berilah walau cincin dari besi 
Kedua Hadist diatas menunjukan bahwa mahar yang paling barokah 
adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan kepada calon 
suami.  
Dasar `hukum dari kasus di atas mengacu pada pendapat Imam Shafi’i  
yang mengatakan minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran 
minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini 
diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak 
diperdagangkan. 
Dasar hukum lainnya adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 31, yang mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan 
dan kemudahan, yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, bahwa 
mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami, sehingga 
mempermudah adanya pernikahan. Dalil diatas dapat penulis simpulkan 
bahwa sebaiknya pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu 









































































Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan di KUA 
Karangpilang dilakukan karena ingin mengikuti trend dan kesan unik 
terhadap mahar itu sendiri. 
2. Dalam prespektik hukum Islam perbuatan melakukan pemberian mahar 
yang disesuaikan dengan waktu pernikahan memiliki dua implikasi 
hukum yaitu: 
1) mubah menggunakan mas kawin dengan angka tersebut namun 
menggunakan uang yang sah dan dibulatkan keatas, sehingga jika 
mahar Rp. 612.018 nilai yang diberikan misalkan Rp. 612. 800, maka 
kelebihannya diakadkan sebagai pemberian bukan mahar, atau mahar 
yang disesuaikan dengan waktu pelaksaan tersebut tidak disebutkan 
dalam akad namun tetap di cantumkan dalam buku nikah. 
2) Makruh karena mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan 
pernikahan menggunakan uang kuno karena menyulitkan calon suami 
dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat. 
 
 


































 Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Dalam hal memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu 
pernikahan merupakan hak dari para calon pengantin, karena memang 
belum ada aturan yang khusus yang mengatur tentang pemberian mahar 
angka dan uang kuno. 
2. Pemerinta seharusnya mulai mengatur secara tertulis tentang peraturan 
memberikan mahar angka dan mahar yang menggunakan uang kuno 
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